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Dinasti politik merupakan fenomena yang masih langka dalam sistem politik 

Indonesia, ini memperlihatkan bahwa kekuasaan politik seringkali menjadi milik 

keluarga tertentu. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila terus bertransformasi, 

menghadapi tantangan besar dalam menjaga pluralisme dan keadilan dalam proses 

politik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dinasti politik terhadap 

transformasi demokrasi Pancasila serta mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi dominasi kekuasaan keluarga dalam politik. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten untuk 

memeriksa literatur terkait, data empiris, serta wawancara dengan para ahli politik 

dan masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dengan dinasti politik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki dampak yang 

signifikan terhadap demokrasi Pancasila, mereduksi partisipasi politik masyarakat, 

mengurangi pluralisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan. 

Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa inisiatif masyarakat sipil dan 

reformasi kebijakan yang mungkin dapat mengurangi dominasi dinasti politik dan 

memperkuat demokrasi Pancasila. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya 

upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk 

mengatasi masalah dinasti politik dalam sistem politik Indonesia. Perlu adanya 

reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi politik yang inklusif, mengurangi 

kesenjangan kekayaan dan akses terhadap kekuasaan politik, serta memperkuat 

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa 

demokrasi Pancasila tetap berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsipnya. 
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Dismantling Political Dynasties: Transformation of Pancasila Democracy in the 

Context of Family Power. Dynastic politics is still a dominant phenomenon in 

Indonesia's political system, showing that political power often belongs to certain 

families. In this context, Pancasila democracy continues to transform, facing major 

challenges in maintaining pluralism and justice in the political process. This study 

aims to investigate the impact of political dynasties on the transformation of 

Pancasila democracy and explore efforts that can be made to overcome the 

dominance of family power in politics. This research uses a qualitative approach with 

content analysis techniques to examine related literature, empirical data, as well as 

interviews with political and civil society experts who have direct experience with 

political dynasties. The results showed that political dynasties had a significant 

impact on Pancasila democracy, reducing people's political participation, reducing 

pluralism, and causing injustice in the distribution of power. However, the research 

also revealed several civil society initiatives and policy reforms that might reduce the 

dominance of political dynasties and strengthen Pancasila democracy. The 

implication of this research is the need for joint efforts from governments, civil 

society, and international institutions to address the problem of political dynasties in 

Indonesia's political system. Policy reforms are needed that support inclusive 

political participation, reduce wealth gaps and access to political power, and 

strengthen political oversight and accountability mechanisms to ensure that Pancasila 

democracy continues to function in accordance with its principles.  
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PENDAHULUAN 

Dinasti politik telah menjadi fenomena 

yang tak terelakkan dalam sistem politik di 

banyak negara, termasuk Indonesia (Cuevas-

Rodríguez dkk., 2023). Di tengah lanskap politik 

yang terus berubah, dinasti politik tetap menjadi 

bagian integral dalam pembentukan dan 

pemeliharaan kekuasaan politik. Konteks 

Indonesia, dengan tradisi politik yang kuat dan 

beragam, menunjukkan kehadiran dinasti politik 

sebagai ciri khas dalam dinamika politiknya 

(Teney dkk., 2024). Dalam kerangka demokrasi 

Pancasila, pemahaman yang mendalam tentang 

dinasti politik menjadi semakin penting, karena 

dinasti politik tidak hanya memengaruhi struktur 

politik, tetapi juga nilai-nilai dasar demokrasi. 

Pada titik ini, pernyataan masalah menjadi 

penting untuk menyoroti dampak dari 

keberadaan dinasti politik terhadap kesehatan 

demokrasi di Indonesia (Fasching & Lelkes, 

2023). Fokus pada kekuasaan keluarga dalam 

dinasti politik membawa kita pada pemahaman 

yang lebih dalam tentang dinamika politik yang 

ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengeksplorasi transformasi demokrasi 

Pancasila dalam konteks kekuasaan keluarga 

yang diwakili oleh fenomena dinasti politik 

(Weiss, 2023). Melalui penelitian ini, 

diharapkan akan diperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang bagaimana dinasti 

politik mempengaruhi sistem politik dan 

demokrasi di Indonesia (Fachrian & Adriadi, 

2023). 

Analisis kesenjangan penelitian 

menunjukkan kurangnya penelitian yang fokus 

pada hubungan antara dinasti politik dan nilai-

nilai demokrasi Pancasila di Indonesia. Karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah 

ini dengan memberikan wawasan baru tentang 

dinasti politik dalam konteks kekuasaan 

keluarga. Keunikan penelitian ini terletak pada 

fokusnya pada transformasi demokrasi 

Pancasila, yang memberikan kontribusi baru 

bagi pemahaman tentang dinasti politik dan 

demokrasi di Indonesia. Dinasti politik memang 

menjadi isu yang hangat diperbincangkan di 

banyak negara, termasuk Indonesia (Samosir 

dkk., 2023). Fenomena ini terjadi ketika satu 

keluarga atau kelompok kecil menguasai atau 

memegang kendali atas posisi-posisi politik 

penting dalam pemerintahan atau lembaga 

negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena 

dinasti politik tidaklah baru, namun menjadi 

semakin mencolok dengan munculnya berbagai 

figur politik yang memiliki hubungan keluarga 

dengan tokoh-tokoh yang sudah ada 

sebelumnya. Contohnya adalah keluarga 

Presiden Joko Widodo di mana putra beliau, 

Gibran Rakabuming Raka, serta menantunya, 

Bobby Nasution, menjabat dalam posisi strategis 

di pemerintahan daerah. Di sisi lain, Provinsi 

Banten juga menjadi sorotan karena kuatnya 

akar dinasti politik di sana. Mulai dari Chasan 

Sochib, hingga naiknya Ratu Atut Chosiyah, dan 

keluarganya yang memegang berbagai posisi 

eksekutif dan legislatif, menunjukkan 

bagaimana kekuasaan politik dapat 

terkonsolidasi dalam satu keluarga atau 

lingkaran kekuasaan tertentu (Tedla & 

Mekonen, 2023). 

Namun, perlu dicatat bahwa fenomena 

dinasti politik juga menimbulkan berbagai 

perdebatan dan kritik. Banyak yang menilai 

bahwa hal ini dapat merusak demokrasi dan 

menghambat rotasi kekuasaan yang seharusnya 

terjadi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan 

yang berlebihan di tangan satu kelompok atau 

keluarga (Fiva & Smith, 2018). Maka dari itu, 

perlu ada upaya untuk memastikan bahwa proses 

politik tetap terbuka dan adil bagi semua pihak, 

tanpa adanya dominasi dari satu keluarga atau 

kelompok kecil. Pertama-tama, penting untuk 

diakui bahwa kehadiran hubungan keluarga atau 

kerabat antara kepala daerah atau wakil kepala 

daerah dengan pejabat lain dapat menimbulkan 

konflik kepentingan dan merusak integritas serta 

transparansi dalam pemerintahan (Jalalzai & 

Rincker, 2018). Hal ini bisa menciptakan kesan 

nepotisme atau penyalahgunaan wewenang yang 

dapat mengganggu proses pengambilan 

keputusan yang adil dan objektif. Selain itu, 

penyebaran hubungan keluarga atau kerabat 

pejabat di berbagai provinsi menunjukkan 

bahwa praktik semacam itu tersebar luas di 

seluruh negeri. Ini menyoroti pentingnya untuk 

memperketat aturan dan pengawasan terhadap 

praktek nepotisme dan konflik kepentingan 

dalam struktur pemerintahan setiap daerah 

(Bjarnegård & Zetterberg, 2022). Langkah-

langkah yang dapat diambil untuk mengatasi 

masalah ini termasuk penegakan hukum yang 

tegas terhadap pelanggaran etika dan regulasi 

pemerintah, transparansi yang lebih besar dalam 

proses penunjukan dan promosi pejabat 

pemerintah, serta pembentukan lembaga 

independen untuk mengawasi dan menyelidiki 

dugaan kasus nepotisme dan konflik 

kepentingan. Dengan demikian, akan tercipta 



Tanuri, Asep Maskur, Subhan Alba | Transformasi Demokrasi Pancasila dalam Konteks Kekuasaan Keluarga 

 

64| JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 
 

lingkungan yang lebih transparan, adil, dan 

akuntabel dalam pemerintahan daerah (Astuti, 

2023). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi transformasi demokrasi 

Pancasila dalam konteks kekuasaan keluarga 

yang diwakili oleh fenomena dinasti politik. 

Fenomena dinasti politik merupakan salah satu 

aspek yang cukup menarik dalam analisis politik 

di Indonesia, karena memiliki dampak yang 

signifikan terhadap dinamika politik, demokrasi, 

dan pembangunan negara secara keseluruhan 

(Maulida dkk., 2023). Dalam penelitian ini, saya 

berharap untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih dalam tentang bagaimana dinasti politik 

mempengaruhi sistem politik dan demokrasi di 

Indonesia. Dengan memahami mekanisme dan 

dampak dinasti politik, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan wawasan yang lebih kritis 

dan holistik terhadap tantangan dan peluang 

dalam memperkuat sistem politik dan demokrasi 

di Indonesia (Santika dkk., 2023). Melalui 

analisis yang mendalam dan metodologi 

penelitian yang kuat, saya berharap penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi 

pemahaman kita tentang dinamika politik 

Indonesia, serta memberikan saran kebijakan 

yang relevan untuk meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi politik yang lebih 

inklusif dalam konteks dinasti politik (Hudjolly 

& Dewi, 2023). 

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti 

menganalisis relevansi pembahasan yang serupa 

dengan judul penelitian ini DINASTI POLITIK: 

Transformasi Demokrasi Pancasila dalam 

Konteks Kekuasaan Keluarga. Kajian tentang 

penelitian terdahulu perlu kami cantumkan 

sebagai dasar pemikiran sekaligus bahan refleksi 

serta elaborasi agar menghasilkan pembahasan 

yang lebih komprehensif. 

Pertama artikel berjudul Dinasti Politik: 

Ancaman atau Kontribusi bagi Demokrasi, 

Penelitian ini menyelidiki peran dinasti politik 

dalam demokrasi dan menggali dampaknya 

terhadap stabilitas dan kualitas proses 

demokratisasi. Dari penelitian ini, ditemukan 

bahwa dinasti politik dapat mengancam 

demokrasi dengan memperkuat oligarki dan 

menghambat partisipasi politik, namun juga 

dapat memberikan kontribusi positif dengan 

menawarkan stabilitas politik yang 

berkelanjutan (Raihan Naufal, Muhammad 

Ramadhan, and Muhibban 2024). 

Kedua artikel berjudul Politik Dinasti di 

Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan 

Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden 

Jokowi. Tulisan ini mengungkapkan politik 

dinasti dan penerapan demokrasi di era 

Kepemimpinan Presiden Jokowi yang pada 

kenyataannya di rezim Jokowi telah terjadi 

pelanggaran etika berdemokrasi di Indonesia 

(Syanur, A. Shantih, and Afrilia 2023). 

Artikel ketiga berjudul Politik Dinasti 

dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan 

Antara Hak Asasi dan Demokrasi. Dalam 

penelitian ini ditemukan praktik politik dinasti di 

Indonesia telah berlangsung sejak zama pra 

reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung 

terjadi di pemerintahan pusat, namun kini 

praktik politik dinasti lazim ditemukan pada 

pemerintahan daerah. Banyaknya praktik politik 

dinasti di beberapa daerah dikhawatirkan dapat 

menciderai prinsip demokrasi yang bisa 

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan 

praktik korupsi dan berdampak pada 

menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. 

Artkel keempat berjudul Analisis Dinasti 

Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi 

dan Relevansinya dalam Keadilan Politik 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis fenomena politik dinasti di 

Indonesia yang menjadi sebuah tantangan dalam 

etika berpolitik karena bertentangan dengan 

prinsip demokrasi yang mengutamakan 

kedaulatan rakyat. Praktik ini dapat menghambat 

partisipasi politik masyarakat luas dan 

menciptakan oligarki politik. Fenomena politik 

dinasti yang kental dengan unsur kekerabatan ini 

berimplikasi pada dinamika partai politik dalam 

tatanan pemerintahan Indonesia (Sucipto, 

Sitinjak, and Sujatmoko 2023). 

Artikel kelima berjudul Kajian Tentang 

Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di 

Indonesia dari Perspektif Etika Politik. 

Penelitian ini membahas fenomena dinasti 

politik di Indonesia dari perspektif etika politik, 

dengan tujuan untuk mengungkap realitas, 

dampak, serta solusi yang relevan terhadap 

masalah ini. 

Dari beberapa penelitian di atas maka 

menganalisa bahwa kesenjangan utama terletak 

pada kurangnya pemahaman mendalam tentang 

bagaimana dinasti politik mempengaruhi praktik 

demokrasi, keadilan, dan kebebasan di 

Indonesia. Penting untuk menyoroti bahwa 

dinasti politik seringkali memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam politik Indonesia, tetapi 

dampaknya terhadap nilai-nilai demokrasi 

Pancasila mungkin belum sepenuhnya dipahami 

atau dieksplorasi. Oleh karena itu, kesenjangan 
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ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih 

terperinci untuk mengisi celah pengetahuan ini 

(Suwignyo & Yuliantri, 2023). Penelitian yang 

lebih mendalam dapat memberikan wawasan 

baru tentang dinasti politik dalam konteks 

kekuasaan keluarga, termasuk bagaimana dinasti 

politik mempengaruhi proses pembuatan 

kebijakan, distribusi kekuasaan, dan partisipasi 

politik masyarakat umum (Endang Sutrisno, 

2023). Hal ini akan membantu memperkaya 

pemahaman tentang dinamika politik di 

Indonesia dan dampaknya terhadap praktik 

demokrasi Pancasila (Ananda, 2023). 

Novelty dalam penelitian ini terletak pada 

pendekatan interdisipliner yang menggabungkan 

studi politik, sosiologi, sejarah, dan antropologi 

dalam menganalisis dinasti politik dalam 

konteks demokrasi Pancasila. Beberapa 

justifikasi penelitian yang dapat disertakan 

sebagai penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian ini akan memberikan 

kontribusi baru terhadap pemahaman tentang 

dinasti politik dalam konteks demokrasi 

Pancasila. Dengan menganalisis dinasti politik 

dari berbagai perspektif ilmu sosial, penelitian 

ini dapat memperkaya teori-teori yang ada dan 

menghasilkan pemahaman yang lebih dalam 

tentang dinamika kekuasaan keluarga dalam 

politik. Kedua, hasil penelitian ini dapat 

memberikan wawasan yang berharga bagi 

pembuat kebijakan dan praktisi politik dalam 

mengatasi tantangan yang terkait dengan dinasti 

politik. Dengan pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana dinasti politik memengaruhi 

demokrasi Pancasila, langkah-langkah konkret 

dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi dalam sistem politik. Dan 

ketiga, melalui pendekatan interdisipliner, 

penelitian ini juga dapat menantang paradigma 

yang ada tentang dinasti politik dan demokrasi. 

Dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang 

mendasari pemahaman konvensional tentang 

dinasti politik, penelitian ini dapat membuka 

ruang untuk pemikiran kritis baru dan perspektif 

yang lebih inklusif. Dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi sumbangan yang signifikan bagi 

pemahaman tentang dinasti politik dalam 

konteks demokrasi Pancasila dan dapat 

memberikan arahan bagi pembuat kebijakan dan 

praktisi politik di tingkat nasional dan 

internasional (Frindiyani dkk., 2023). 

 

METODE 

Dalam penelitian ini, metodologi yang 

digunakan melibatkan pendekatan kualitatif 

yang komprehensif. Pertama-tama, pendekatan 

ini menggali data melalui wawancara mendalam 

dengan informan kunci yang memiliki 

pengetahuan dan pengalaman langsung tentang 

dinasti politik dan kekuasaan keluarga dalam 

konteks demokrasi Pancasila. Wawancara ini 

dilakukan dengan cermat untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang dinamika 

internal dan eksternal yang memengaruhi 

fenomena yang diteliti. Selain wawancara, 

penelitian ini juga memanfaatkan observasi 

partisipan yang intensif, terutama dalam konteks 

acara politik lokal dan nasional yang melibatkan 

anggota dinasti politik. Observasi ini membantu 

dalam memperoleh wawasan langsung tentang 

perilaku politik dan interaksi antara anggota 

dinasti politik, serta pola-pola kekuasaan 

keluarga yang mungkin terjadi (Maulida dkk., 

2023).  

Selanjutnya, analisis dokumen juga 

merupakan bagian integral dari metodologi ini. 

Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup 

catatan resmi, artikel ilmiah, dan berbagai 

dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan 

politik dan bisnis keluarga yang terkait dengan 

dinasti politik yang diteliti. Analisis dokumen ini 

memberikan konteks historis dan institusional 

yang penting untuk pemahaman yang lebih baik 

tentang evolusi dinasti politik dalam konteks 

demokrasi Pancasila. Seluruh data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara tematis, 

dengan mengidentifikasi pola-pola utama, 

konflik, dan dinamika kekuasaan yang 

mendasari fenomena dinasti politik dalam 

konteks demokrasi Pancasila. Pendekatan 

triangulasi digunakan untuk memvalidasi 

temuan dan memastikan keabsahan interpretasi 

yang diperoleh dari berbagai sumber data. Selain 

itu, pendekatan teoritis juga digunakan untuk 

memperkuat analisis. Berbagai konsep dan teori 

tentang demokrasi, kekuasaan politik, dan 

dinasti politik diterapkan untuk memahami 

fenomena yang diamati dan menarik hubungan 

antara dinasti politik dan transformasi demokrasi 

Pancasila. Pendekatan interdisipliner juga 

diadopsi untuk mengintegrasikan perspektif dari 

berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu politik, 

sosiologi, dan studi keluarga (Ngesthi dkk., 

2023). Dengan menggunakan pendekatan yang 

komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk 

membongkar struktur dan mekanisme dinasti 

politik dalam konteks demokrasi Pancasila, serta 
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mengidentifikasi dampaknya terhadap 

konsolidasi demokrasi dan tatanan politik 

Indonesia secara keseluruhan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam konteks politik Indonesia, 

fenomena dinasti politik menjadi perhatian 

utama, terutama dalam upaya memahami 

dinamika demokrasi Pancasila. Dinasti politik 

mencerminkan fenomena di mana kekuasaan 

politik terkonsentrasi dalam satu keluarga atau 

jaringan keluarga yang menguasai berbagai 

posisi penting dalam pemerintahan, baik di 

tingkat nasional maupun lokal. Dalam konteks 

ini, demokrasi Pancasila, yang diperjuangkan 

untuk memastikan keadilan, partisipasi, dan 

kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius 

karena cenderung terdistorsi oleh dominasi 

kekuasaan keluarga (Asif dkk., 2020). Penelitian 

mengenai dinasti politik telah mengungkapkan 

beberapa temuan utama yang menggambarkan 

dinamika transformasi demokrasi Pancasila 

dalam konteks kekuasaan keluarga. Pertama, 

dinasti politik cenderung menghambat rotasi 

kekuasaan yang sehat dan mereduksi pluralisme 

politik dengan memonopoli akses terhadap 

sumber daya politik dan ekonomi. Kedua, 

praktik nepotisme dan klienelisme seringkali 

menjadi ciri khas dari sistem politik yang 

didominasi oleh dinasti, di mana anggota 

keluarga atau kerabat dekat diberikan posisi dan 

keuntungan politik tanpa mempertimbangkan 

kualifikasi atau kompetensi mereka (Meliala & 

Permana, 2023). 

Dalam teori politik, fenomena dinasti 

politik dapat diinterpretasikan melalui berbagai 

kerangka pemikiran, termasuk teori oligarki, 

yang menyoroti konsentrasi kekuasaan dalam 

tangan sedikit individu atau kelompok, serta 

teori patron-klien, yang menyoroti hubungan 

simbiosis antara penguasa dan mereka yang 

bergantung pada mereka untuk keuntungan 

politik atau ekonomi (Fabre, 2023). Dinasti 

politik juga dapat dilihat sebagai contoh nyata 

dari konsep hegemoni, di mana satu kelompok 

atau entitas mempertahankan dominasi atas yang 

lain melalui kendali atas institusi politik dan 

ekonomi (Harting, 2023). Dengan memahami 

dinasti politik dalam konteks teori yang relevan, 

kita dapat lebih baik menafsirkan dampaknya 

terhadap demokrasi Pancasila. Perlu langkah-

langkah nyata untuk mengatasi dominasi dinasti 

politik, termasuk reformasi kelembagaan dan 

pemberlakuan aturan yang membatasi 

kekuasaan politik yang terkonsentrasi dalam satu 

keluarga atau jaringan keluarga, yang mana ini 

hanya ada pada sistem monarki. Hanya dengan 

menghadapi tantangan ini, demokrasi Pancasila 

dapat mencapai potensinya sebagai sistem yang 

mewakili keadilan, partisipasi, dan kedaulatan 

rakyat secara menyeluruh (Bonotti & 

Weinstock, 2021). 

Salah satu argumen utama yang bisa kami 

kemukakan adalah bahwa sistem monarki 

cenderung tidak sejalan dengan semangat 

modernitas dan demokrasi yang ingin diadopsi 

oleh bangsa Indonesia yang baru merdeka. 

Monarki sering kali dianggap sebagai bentuk 

pemerintahan yang kuno dan tidak sesuai dengan 

aspirasi masa depan sebuah negara yang ingin 

menjadi bagian dari masyarakat global yang 

demokratis (Silitonga dkk., 2023). Sistem 

monarki sering kali memperkuat kekuasaan yang 

diwariskan turun-temurun, yang dapat 

menyebabkan konsolidasi kekuasaan pada 

keluarga kerajaan tertentu dan mengurangi 

kesempatan bagi individu-individu dari lapisan 

masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi 

dalam proses politik. Ini bertentangan dengan 

semangat inklusivitas dan kesetaraan yang ingin 

dipromosikan oleh Indonesia merdeka (Lewis, 

2023). Sebagai lanjutan dari poin sebelumnya, 

sistem monarki dapat membuka pintu bagi 

kemungkinan terbentuknya dinasti-dinasti yang 

memegang kendali atas negara. Hal ini dapat 

menimbulkan masalah dalam hal akuntabilitas 

dan transparansi dalam pemerintahan, karena 

kekuasaan lebih cenderung terkonsentrasi di 

tangan keluarga kerajaan tersebut (Sekaringtias 

dkk., 2023). 

Pentingnya memahami konteks budaya 

dan historis dalam perjalanan bangsa ini agar 

prinsip-prinsip keadilan dam meritokrasi tetap 

terjaga dengan baik. Meskipun ada tradisi 

monarki di beberapa bagian kepulauan, namun 

banyak wilayah di Indonesia tidak memiliki 

tradisi monarki yang kuat. Oleh karena itu, 

mungkin sulit bagi sistem monarki untuk 

diterapkan secara konsisten di seluruh negara. 

Poin penting yang bisa saya sampaikan adalah 

bahwa mayoritas suara peserta sidang 

kemerdekaan menolak kekuasaan politik yang 

diwariskan turun-temurun berdasarkan 

hubungan kekerabatan atau monarki. Ini 

mencerminkan keinginan rakyat yang ingin 

memiliki kontrol yang lebih besar atas nasib 

politik mereka dan menegaskan komitmen 

mereka terhadap nilai-nilai demokrasi dan 

kebebasan (Marbun dkk., 2022). Dengan 

demikian, argumen tersebut secara kolektif 
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dapat digunakan untuk mendukung penolakan 

terhadap sistem monarki dalam konteks 

Indonesia merdeka dan memperkuat argumen 

untuk memilih republik sebagai bentuk negara 

yang lebih sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai 

masyarakat (Soemantri dkk., 2022). 

 

Dinasti Politik di Indonesia 

Dinasti politik di Indonesia merupakan 

fenomena yang terus terjadi, dengan semakin 

banyaknya keluarga yang memegang kendali 

atau pengaruh signifikan dalam politik Indonesia 

dari generasi ke generasi. Praktek dinasti politik 

telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan 

dianggap konstitusional karena tidak 

bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan 

UU Hak Asasi Manusia (Lado, 2022). Kehadiran 

dinasti politik menimbulkan kekhawatiran akan 

dampaknya terhadap demokrasi dan 

pemerintahan, karena dapat mengancam 

keberlanjutan pemerintahan dan melemahkan 

prinsip-prinsip demokrasi. Proporsi anggota 

parlemen Indonesia dari dinasti cukup besar, 

dengan satu dari setiap empat anggota parlemen 

adalah dinasti. Proporsi ini juga meningkat di 

kalangan anggota parlemen perempuan selama 

bertahun-tahun. Menjamurnya dinasti politik 

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti afiliasi 

partai, proses pencalonan, dan struktur internal 

partai (Rusnaedy dkk., 2021). Penyelenggaraan 

pilkada juga menyebabkan munculnya calon 

tunggal yang semakin mempersulit proses 

demokrasi di tingkat lokal. 

Dinasti politik mempunyai kehadiran 

yang signifikan di berbagai negara, termasuk 

Brasil, Indonesia, dan lainnya. Di Indonesia, 

hampir separuh kandidat perempuan yang 

terpilih menjadi anggota parlemen nasional pada 

tahun 2019 adalah anggota dinasti politik. 

Praktik politik dinasti juga terlihat di tingkat 

lokal, seperti di Desa Cileunyi Wetan Kabupaten 

Bandung, dimana keluarga kepala desa telah 

mempertahankan kekuasaan selama beberapa 

periode (Prabowo & Hartati, 2019). Dampak 

dinasti politik terhadap kinerja pemerintah 

daerah di Indonesia memang negatif, namun tata 

kelola publik yang baik dapat memitigasi 

dampak ini. Secara keseluruhan, temuan-temuan 

ini menunjukkan bahwa dinasti politik memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan 

kebijakan dan proses politik, sehingga 

menyoroti perlunya regulasi dan peningkatan 

tata pemerintahan yang baik untuk mengurangi 

dampak buruknya. 

Pertama, kasus dinasti keluarga Kusnadi 

di Kabupaten Bangkalan. Dinasti-dinasti ini 

melibatkan keluarga yang sama yang memegang 

kekuasaan dalam jangka waktu yang lama, 

dengan anggota keluarga menduduki posisi 

kepala daerah atau anggota legislatif. Kehadiran 

dinasti politik dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti peran partai politik, lemahnya regulasi, 

serta buruknya proses rekrutmen dan seleksi 

calon internal (Rusnaedy dkk., 2021). Dinasti-

dinasti ini seringkali membangun jaringan 

kekuasaan yang solid dan dapat mendominasi 

serta membatasi demokrasi di dalam partai 

politik (Setiawan & Sa’diyah, 2021). Meski 

menghadapi kasus korupsi dan kontroversi, 

dinasti-dinasti ini tetap dapat mempertahankan 

jaringan dan pengaruh politiknya, seperti yang 

terlihat pada kasus Dinasti Atut di Banten. 

Kehadiran dinasti politik dan pemusatan 

kekuasaan dalam satu keluarga dapat 

menghambat sirkulasi kepemimpinan dan 

berpotensi mengancam transisi dan konsolidasi 

demokrasi. 

Kedua, Keluarga tertentu di Jawa Tengah. 

Keluarga-keluarga tertentu di Jawa Tengah, 

seperti di Kabupaten Kendal dan Demak, 

mempunyai dominasi politik yang kuat dalam 

memenangkan pemilukada. Kehadiran dinasti 

politik dalam perebutan kekuasaan di tingkat 

daerah dipengaruhi oleh peran partai politik dan 

peraturan mengenai pemilihan kepala daerah 

(Ananda, 2023). Kecenderungan partai politik 

untuk mengusung calon berdasarkan keinginan 

elite partai, bukan melalui mekanisme 

demokrasi yang mempertimbangkan 

kemampuan dan integritas calon, turut 

mendorong tumbuhnya dinasti politik (Agung, 

2022). Lemahnya regulasi untuk memangkas 

dinasti politik juga berkontribusi terhadap 

meluasnya kehadiran mereka dalam pemilihan 

kepala daerah. Praktik politik dinasti ini 

ditengarai melemahkan check and balance 

sehingga berujung pada tindakan korupsi yang 

dilakukan oleh kepala daerah dan kerabatnya.  

Dinasti politik di Banyumas telah 

dipengaruhi oleh berbagai perubahan sosial di 

daerah. Perubahan ini telah menyebabkan 

pergeseran nilai-nilai dalam keluarga, termasuk 

nilai yang ditempatkan pada anak-anak (Mutahir 

dkk., 2023). Orang tua di Banyumas terutama 

memandang anak-anak mereka sebagai aset 

ekonomi dan berinvestasi dalam pendidikan 

mereka untuk peningkatan kualitas. Tidak ada 

pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan, 

yang mencerminkan sikap egaliter budaya 
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Banyumas. Perkembangan dinasti politik di 

tingkat lokal dapat dilihat sebagai bentuk 

"Cendanaisasi," di mana keluarga elit lokal 

menempatkan kerabat mereka pada posisi 

kekuasaan yang strategis untuk 

mempertahankan kontrol (Amiruddin Dardiri 

dkk., 2023). Pola politik dinasti ini merupakan 

konsekuensi negatif dari otonomi daerah, 

pembajakan demokrasi dan melanggengkan 

kekuasaan keluarga. Oleh karena itu, 

keteladanan kepala daerah yang terlibat dalam 

politik dinasti di Jawa Tengah merupakan 

cerminan tantangan yang dihadapi demokrasi di 

tanah air. 

Ketiga, Dinasti Politik di Banten. Politik 

dinasti di Banten merupakan fenomena dimana 

kekuasaan politik diwariskan dalam sebuah 

keluarga secara turun-temurun. Hal tersebut 

terlihat dalam lanskap politik Banten, terbukti 

dengan hadirnya dinasti politik di wilayah 

tersebut. Dinasti-dinasti ini mempunyai hasil 

yang berbeda-beda dalam pemilihan kepala 

daerah, ada yang mempertahankan dominasinya, 

ada pula yang mengalami kekalahan (Maftuh, 

2022). Faktor-faktor seperti teori pengendalian 

batas, yang berfokus pada bagaimana elit politik 

mempertahankan kekuasaannya, telah 

digunakan untuk menganalisis keberhasilan dan 

kegagalan dinasti-dinasti tersebut. Selain itu, 

adopsi ajaran Islam yang dilakukan oleh para 

penguasa Banten, termasuk perubahan nama 

mereka menjadi nama Arab, juga telah dijajaki 

kaitannya dengan kelanggengan kekuasaan 

mereka. Hubungan perdagangan antara Banten 

dan Portugal, khususnya pada masa 

pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, juga 

telah dipelajari, menyoroti orientasi pragmatis-

strategis kebijakan komersial Banten (Ali, 

2022). Perdagangan rempah-rempah, yang 

berperan penting dalam kemakmuran Banten, 

mempengaruhi lanskap politik dan ekonomi 

wilayah tersebut. Secara keseluruhan, politik 

dinasti di Banten dibentuk oleh berbagai faktor, 

antara lain strategi politik, pengaruh agama, dan 

pertimbangan ekonomi. 

Keempat, Dinasti Politik di Sumatera 

Utara. Politik dinasti yang ditandai dengan 

turunnya kekuasaan dalam sebuah keluarga 

banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di 

Desa Mangaledang Lama di Kabupaten Padang 

Lawas Utara (Ananda, 2023). Praktik ini 

menghambat mobilitas masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan dapat berujung pada korupsi serta 

menguatnya otoritas politik dan kepentingan 

anggota keluarga (Agung, 2022). Kehadiran 

dinasti politik menjadi tantangan bagi 

demokrasi, karena membatasi pluralisme aktor 

dan menyulitkan realisasi substansi demokrasi 

itu sendiri. Tumbuh kembangnya dinasti politik 

dipengaruhi oleh partai politik dan peraturan 

mengenai pilkada, dimana mekanisme 

pencalonannya tidak berjalan sebagaimana 

mestinya (Sembiring dkk., 2023).  

Kelima, dinasti politik di Sulawesi 

Selatan. Dinasti politik di Sulawesi Selatan telah 

menjadi ciri yang menonjol dalam lanskap 

politik di wilayah ini. Sifat patriarki dalam 

sistem dinasti politik di Sulawesi Selatan telah 

merugikan politisi perempuan, seperti yang 

terlihat pada kasus Tenri (Dewi, 2018). Namun, 

beberapa kandidat perempuan yang tidak 

memiliki dukungan kekerabatan politik berhasil 

mendapatkan kursi di parlemen dengan 

memanfaatkan koneksi sosial dan keagamaan 

mereka dengan masyarakat (Ilmi dkk., 2021). 

Masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan 

mempunyai sistem politik yang unik, dimana 

pemimpinnya dipilih secara demokratis dan 

bukan berdasarkan darah atau ikatan keturunan. 

Kemunculan dan kelangsungan dinasti politik di 

Sulawesi Tenggara difasilitasi oleh berbagai 

faktor, antara lain loyalitas pendukung, 

manipulasi kebijakan publik, dan proses 

asimilasi dengan politisi daerah lain. 

Tumbuhnya dinasti politik di Sulawesi Selatan 

dipengaruhi oleh peran partai politik dan 

lemahnya mekanisme demokrasi dalam proses 

pencalonan calon (Nurdin dkk., 2017). 

 

Dampak Dinasti Politik Era Joko Widodo 

Saya akan menyoroti fenomena politik 

dinasti yang terkait dengan Joko Widodo, 

Presiden Indonesia saat ini. Politik dinasti 

merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik 

atau pengaruh politik dipertahankan dalam satu 

keluarga atau oleh orang-orang yang terkait 

secara keluarga. 

Dalam konteks Joko Widodo, terdapat 

beberapa aspek yang perlu diperhatikan: 

Pertama, Keluarga dan Lingkaran 

Terdekat. Salah satu aspek politik dinasti adalah 

dominasi keluarga atau lingkaran terdekat dalam 

posisi kekuasaan atau pengaruh politik. 

Menempatkan putra Joko Widodo pada posisi 

kekuasaan seperti wali kota, ketua partai, dan 

wakil presiden dinilai bertentangan dengan 

prinsip meritokrasi dan keadilan politik. 

Meritokrasi adalah gagasan bahwa posisi harus 

diberikan berdasarkan prestasi, bukan hubungan 
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keluarga atau hubungan pribadi. Dengan 

diangkatnya putranya pada posisi tersebut, 

menimbulkan pertanyaan apakah ia dipilih 

berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya, 

atau hanya karena ikatan keluarga. Hal ini 

melemahkan prinsip-prinsip meritokrasi dan 

dapat dilihat sebagai favoritisme atau nepotisme. 

Selain itu, keadilan politik mencakup jaminan 

keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua 

individu dalam sistem politik. Dengan 

memberikan putranya berbagai posisi 

kekuasaan, hal ini dapat membatasi peluang bagi 

individu lain yang memenuhi syarat untuk 

memegang posisi tersebut dan berpartisipasi 

dalam proses politik (Fealy, 2020).  

Kedua, pengaruh Politik Melalui Koneksi 

KeluargaPolitik dinasti, yang ditandai dengan 

peralihan kekuasaan politik dalam keluarga, 

merupakan fenomena yang diamati baik dalam 

masyarakat pramodern maupun modern. 

Meskipun Joko Widodo tidak terlibat langsung 

dalam pembentukan dinasti politik, terdapat 

kritik dan spekulasi mengenai pengaruh anggota 

keluarganya dalam proses pengambilan 

keputusan politik. Dinasti politik dipandang 

sebagai sistem reproduksi kekuasaan primitif 

yang bertumpu pada garis keturunan dan garis 

keturunan, serta cenderung menghambat 

terwujudnya demokrasi. Namun, penting untuk 

dicatat bahwa ikatan dinasti masih dapat 

memberikan keuntungan bagi karir politisi, 

terutama dalam mencapai posisi puncak 

kekuasaan di eksekutif. Perilaku politisi turun 

temurun dipengaruhi oleh demokratisasi dan 

modernisasi politik, yang dapat mengubah 

jaringan partikularistik menjadi bentuk 

dinastisisme yang lebih progresif dan terprogram 

(Ananda, 2023). 

Ketiga, pengaruh terhadap pembangunan 

politik. Praktik politik dinasti di Indonesia 

berpotensi menghambat transparansi, 

akuntabilitas, dan demokratisasi dalam sistem 

politik. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari 

setiap empat anggota parlemen di Indonesia 

adalah dinasti, dan proporsi anggota parlemen 

perempuan telah meningkat selama bertahun-

tahun (Sukti dkk., 2022). Bertahannya dinasti 

politik dapat dilihat sebagai proses pemulihan 

rezim dinasti, dimana elit-elit pengawal lama 

berusaha merebut kembali kekuasaan dan 

melindungi kekayaan mereka (Tyson & 

Nawawi, 2022). Hal ini dapat menimbulkan 

distorsi politik dan menghambat pengembangan 

sistem politik yang transparan dan akuntabel. 

Selain itu, penerapan Negara Perkembangan 

Baru dalam politik Indonesia dicirikan sebagai 

pendekatan pragmatis dan hibrid yang dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan 

otoritarianisme dan kerentanan demokrasi 

pedesaan (Pelzl & Poelhekke, 2023). Temuan-

temuan ini menunjukkan bahwa politik dinasti 

dapat berdampak negatif terhadap dinamika 

politik dan pembangunan Indonesia, sehingga 

berpotensi menghambat transparansi, 

akuntabilitas, dan demokratisasi dalam sistem 

politik negara. 

Penulis merangkum dampak-dampak 

negatif dari praktik politik dinasti ala Jokowi 

dengan mengacu pada data empiris dan literatur 

yang relevan. Berikut adalah beberapa poin yang 

penulis paparkan: 

Pertama, pemusatan kekuasaan. Praktik 

politik dinasti memang dapat mengarah pada 

sentralisasi kekuasaan di dalam keluarga atau 

lingkaran dekat, sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan demokrasi yang sehat. Pemusatan 

kekuasaan ini seringkali mengakibatkan 

kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengambilan keputusan pemerintah (Asako 

dkk., 2012). Politisi dinasti, yang mewarisi 

keunggulan politik, cenderung memberikan 

lebih banyak distribusi ke daerah pemilihannya 

dan menikmati keberhasilan pemilu yang lebih 

tinggi. Namun kehadiran mereka dapat 

merugikan kinerja perekonomian daerah, 

meskipun manfaat distributif yang dihasilkannya 

lebih besar (Armand dkk., 2020). Hal ini 

menunjukkan bahwa politisi dinasti mungkin 

memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di 

atas kesejahteraan daerah secara keseluruhan. 

Selain itu, kurangnya kohesivitas di antara elit 

otokratis dapat menghalangi mereka untuk 

secara efektif mengawasi para diktator, sehingga 

memungkinkan beberapa diktator untuk 

memerintah secara tirani tanpa pembalasan 

(Kaire, 2022). Temuan-temuan ini menyoroti 

potensi dampak negatif praktik politik dinasti 

terhadap demokrasi dan pemerintahan. Dinasti 

politik juga sering kali mengakibatkan 

konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada 

kelompok tertentu, seperti keluarga atau kroni 

politik. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan 

ekonomi dan sosial, karena sumber daya dan 

peluang lebih banyak terkonsentrasi pada sedikit 

orang. 

Kedua, korupsi dan nepotisme Dinasti 

politik, baik dalam masyarakat demokrasi 

transisi atau maju, rentan terhadap korupsi dan 

nepotisme. Penempatan anggota keluarga atau 

orang terdekat pada posisi kekuasaan dapat 
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mengakibatkan eksploitasi posisi mereka untuk 

keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali 

dengan mengorbankan kepentingan umum 

(Oliveira & Souza, 2022). Praktek dinasti politik 

telah dikaitkan dengan isu-isu seperti tuntutan 

satu pihak yang berlebihan, nilai-nilai 

feodalisme, praktik patrimonial, patronase, dan 

pemblokiran individu yang kompeten untuk 

berpartisipasi dalam posisi politik. Praktik-

praktik ini dapat menghambat keberlangsungan 

pemerintahan, merusak substansi demokrasi, 

dan berujung pada tumbuh suburnya praktik-

praktik korup dan kolusi. Modernisasi politik 

dan transformasi jaringan partikularistik menjadi 

bentuk dinasti politik yang lebih progresif dan 

terprogram dipandang sebagai solusi potensial 

untuk mengurangi dampak negatif dinasti 

politik. Ketika kekuasaan terkonsentrasi pada 

kelompok tertentu, terjadi risiko penurunan 

inovasi dan kualitas kebijakan. Keharusan untuk 

mempertahankan kekuasaan dan memenuhi 

kepentingan internal dapat menghambat proses 

pengambilan keputusan yang objektif dan 

berbasis bukti (Darmansyah & Syahrani, 2020). 

Ketiga, polarisasi politik. Politik dinasti 

memang dapat memperbesar polarisasi politik 

dengan menciptakan perpecahan antara 

kelompok yang didukung dinasti dan kelompok 

yang tidak didukung dinasti tersebut (Mantzaris 

& Domenikos, 2023). Perpecahan ini dapat 

menghambat dialog konstruktif dan kerja sama 

lintas partai, karena menciptakan mentalitas 

“kita versus mereka” (Vasist dkk., 2023). Hal ini 

dapat menghambat proses demokratisasi dengan 

menghambat terbentuknya sistem politik yang 

inklusif dan representatif (Kubin & von Sikorski, 

2021). Selain itu, politisi dinasti mungkin 

memprioritaskan kepentingan mereka sendiri 

dan kepentingan pendukungnya di atas 

kebutuhan masyarakat yang lebih luas 

(Andreadis & Stavrakakis, 2019). Hal ini dapat 

mengarah pada kebijakan yang menguntungkan 

segelintir orang, namun mengabaikan kebutuhan 

mayoritas (Asako dkk., 2012). Secara 

keseluruhan, politik dinasti dapat memperburuk 

polarisasi politik dan menghambat 

perkembangan sistem demokrasi yang sehat dan 

inklusif. 

Keempat, kesenjangan ekonomi dan 

social. Dinasti politik dapat menimbulkan 

dampak negatif, termasuk pemusatan kekayaan 

dan kekuasaan pada kelompok tertentu, sehingga 

menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Konsentrasi sumber daya dan peluang pada lebih 

sedikit orang dapat memperdalam kesenjangan 

yang ada (Dulay, 2021). Dinasti politik berbeda 

dalam asal usul ideologinya, dengan dinasti pro-

demokrasi menunjukkan dukungan yang lebih 

kuat terhadap demokrasi (Fiva & Smith, 2018). 

Berlangsungnya dinasti politik dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti keunggulan petahana dan 

jaringan internal organisasi partai (Permana, 

2023). Dalam beberapa kasus, lemahnya kendala 

dalam proses seleksi politik dapat 

mengakibatkan terpilihnya politisi dinasti 

dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

memahami pembentukan dan implikasi dinasti 

politik, termasuk dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi, kebijakan distributif, dan 

representasi gender. Ketika kekuasaan 

terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terjadi 

risiko penurunan inovasi dan kualitas kebijakan. 

Keharusan untuk mempertahankan kekuasaan 

dan memenuhi kepentingan internal dapat 

menghambat proses pengambilan keputusan 

yang objektif dan berbasis bukti. 

Kelima, penurunan legitimitasi 

pemerintah. Pada pemilu yang politik dinasti 

sangat dominan dan tanpa mempertimbangkan 

kualifikasi atau integritas calon, memang dapat 

berujung pada merosotnya legitimasi 

pemerintahan di mata masyarakat. Hal ini dapat 

melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap 

institusi politik dan demokrasi secara 

keseluruhan (Asako dkk., 2012). Kehadiran 

politisi dinasti yang mewarisi keunggulan politik 

dapat berdampak negatif terhadap hasil pemilu 

dan pilihan kebijakan (Fumarola, 2020). 

Meskipun membawa lebih banyak distribusi ke 

daerah mereka, legislator dinasti merugikan 

kinerja perekonomian daerah tersebut (James 

dkk., 2019). Selain itu, kualitas pemilu, termasuk 

persepsi integritas pemilu, dapat mempengaruhi 

perilaku dan sikap pemilih tentang akuntabilitas 

(Daron Acemoglu, 2009). Karakteristik individu 

seperti keberpihakan dan faktor kontekstual 

seperti kejelasan tanggung jawab pemerintah 

dan pluralisme media dapat memoderasi 

hubungan antara persepsi integritas pemilu dan 

pemilihan petahana. Poin-poin tersebut dapat 

dijelaskan secara lebih rinci dengan merujuk 

pada studi empiris, analisis kebijakan, dan 

contoh konkret dari dampak politik dinasti ala 

Jokowi atau dinasti politik lainnya di berbagai 

konteks. Uraian ini akan mencerminkan 

kerangka penelitian yang cermat dan 

menyediakan kontribusi penting terhadap 

pemahaman tentang politik dinasti dan 

konsekuensinya dalam konteks global. 
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Temuan penelitian ini berpotensi 

memberikan dampak signifikan terhadap 

masyarakat. Sisi positifnya, penelitian 

menyoroti pentingnya meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dan partisipasi politik. 

Intervensi ini dapat menghasilkan masyarakat 

yang lebih terinformasi dan inklusif, mendorong 

transparansi, akuntabilitas, dan realisasi hak. 

Namun, ada juga potensi dampak negatifnya. 

Studi mengenai pencapaian pendidikan dan 

partisipasi politik di Jerman (Shi dkk., 2023) 

menunjukkan bahwa kekurangan dan kelebihan 

keluarga dapat diperkuat atau diimbangi melalui 

pendidikan, yang dapat melanggengkan 

ketimpangan dalam suara politik. Selain itu, 

studi mengenai dampak upaya antikorupsi 

tingkat tinggi di Argentina dan Kosta Rika 

(Paricio-Esteban dkk., 2023) menunjukkan 

bahwa upaya tersebut dapat menurunkan 

kepercayaan terhadap institusi dan mengurangi 

keterlibatan politik. Hal ini dapat melemahkan 

legitimasi pemerintah dan menurunkan 

partisipasi masyarakat. 

Paparan dinasti politik dapat 

menimbulkan konflik politik dan ketegangan 

sosial baik di tingkat lokal maupun nasional. 

Persaingan antar suku dalam suatu dinasti dapat 

memperkuat polarisasi politik dan menciptakan 

ketegangan antar pendukung keluarga politik 

yang berbeda, sehingga dapat merugikan 

stabilitas politik dan keamanan masyarakat. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting 

untuk menyajikan pendekatan yang seimbang 

dalam mendiskusikan temuan. Hal ini termasuk 

menyoroti dampak negatif dinasti politik 

sekaligus menekankan upaya dan solusi 

perbaikan sistem politik, seperti mendorong 

reformasi politik, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, dan memperkuat mekanisme 

kontrol dan pengawasan kekuasaan politik 

(Wang dkk., 2023). 

 

SIMPULAN 

Dinasti politik telah menjadi tantangan 

besar bagi proses demokratisasi di Indonesia, 

menciptakan kesenjangan dalam akses politik 

dan menghambat perputaran kekuasaan dan 

munculnya pemimpin yang kompeten (Agustino 

dkk., 2023). Konsentrasi kekuasaan politik 

dalam keluarga tertentu membatasi kesempatan 

orang lain untuk berpartisipasi dalam proses 

demokrasi (Putri dkk., 2023). Fenomena ini telah 

merugikan perkembangan demokrasi yang sehat 

dan inklusif di negara ini (Anisa Agustin dkk., 

2022). Selain itu, transformasi demokrasi 

Pancasila di Indonesia juga dipengaruhi oleh 

hubungan antara Islam dan agama sipil bangsa 

(Liddle dkk., 2022). Sejauh mana Pancasila 

dijunjung tinggi sebagai agama sipil nasional 

selama transisi politik sangat penting bagi 

ketahanan demokratisasi di Indonesia (Holidin, 

2022). Peran konstruktif organisasi masyarakat 

sipil juga penting dalam mendukung 

demokratisasi yang tangguh dan melawan 

gejolak politik. Transformasi nilai-nilai 

demokrasi Pancasila terlihat pada upaya 

masyarakat menentang dinasti politik dan 

menciptakan sistem politik yang lebih inklusif 

dan representatif. Gerakan anti dinasti mendapat 

dukungan luas dari masyarakat (Kristianita & 

Najicha, 2022) (Nugraheni dkk., 2023). Gerakan 

ini bertujuan untuk mematahkan hegemoni 

dinasti politik dan mendorong lanskap politik 

yang lebih demokratis dan adil di Indonesia. 
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